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Abstraksi

Penelitian ini Mengkaji tentang Sejarah Perkembangan Teori Formulasi Kebijakan Publik. Latar
belakang penelitian ini adalah pentingnya pemahaman teori formulasi kebijakan publik dalam
dunia akademis dan Formulasi Kebijakan Publik oleh praktisi pembuat kebijakan. selain itu latar
belakang penulis melakukan penelitian ini adalah karena banyaknya teori Formulasi kebijakan
Publik yang belum terkumpulkan dan terpisah pisah. Terdapat 4 tujuan dalam penelitian ini
yakni untuk mengetahui pemahaman tentang studi kebijakan terutama ilmu kebijakan serta ilmu
dan kebijakan. Tujuan kedua penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan teori
formulasi kebijakan secara kronologis. Selanjutnya, tujuan ketiga penelitian ini adalah untuk
mengetahui perdebatan kaum teknokratis dan kaum politis serta penganut aliran bottom up yang
mengkritik aliran top down dan mewarnai perkembangan sejarah teori formulasi kebijakan
Publik, dan tujuan terakhir penelitian ini adalah untuk mengetahui peta paradigm teori formulasi
kebijakan publik yang muncul dari periode awal sampai akhir. Penelitian ini menggunakan
Metode Studi Kepustakaan dengan data yang dikumpulkan dari buku dan jurnal teori formulasi
kebijakan dalam dan luar negeri. Buku dan Jurnal tersebut kemudian penulis review dan penulis
analisis menggunakan metode analisis pendahuluan, koroborasi dan koligasi. Temuan penelitian
ini menunjukkan Menurut Laswell (1948, dalam Parson 2005 hal 19) Sebuah IImu disebut ilmu
kebijakan apabila ilmu itu menjelaskan proses pembuatan kebijakan di dalam masyarakat, atau
menyediakan data yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang rasional mengenai persoalan
kebijakan tertentu.. Studi Kebijakan sendiri dimulai dari diciptakanya Visi yang dikemukakan
olen Harold Laswell pada tahun 1951.. Temuan Penelitian kedua menunjukkan setidaknya
terdapat 32 Teori Formulasi Kebijakan yang telah muncul sejak tahun 1951 sampai dengan tahun
2015 Temuan Ketiga Penelitian ini adalah terdapat tiga kelompok yang berdebat tentang
pendekatan teknokratis dan politis dalam perkembangan sejarah teori formulasi kebijakan publik.
ketiga kelompok tersebut yakni. Kelompok pertama adalah value scholars. Kelompok yang
kedua adalah the politics of categorization scholars dan kelompok yang terakhir adalah
participatory scholars. Selain itu terdapat tiga tokoh ilmuwan aliran bottom up yang mengkritik
teori formulasi kebijakan aliran top down yakni, Smith, Dror dan Etzioni. Temuan Keempat
penelitian ini adalah terdapat 9 teori Formulasi Kebijakan Publik yang memiliki paradigma
positivistik, 10 teori dalam paradigma post positivistik Pada Paradigma Interpretif atau
Konstruktif, terdapat 7 Teori Formulasi Kebijakan, dan pada paradigma Kiritis terdapat 6 teori
formulasi kebijakan publik.



Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, pemerintah di seluruh dunia sebagai penanggung jawab berjalanya sistem
pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat semakin mendapat tantangan baru. Tantangan
tersebut salah satunya adalah semakin berkembangnya kompleksitas permasalahan yang muncul
dalam sebuah negara dengan disertai semakin berkembangnya teknologi, kemampuan Sumber
Daya Manusia, serta tantangan globalisasi yang dihadapi sebuah negara. Kompleksitas
permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam sebuah negara ataupun pemerintahan di sebuah
provinsi atau negara federal maupun di sebuah kabupaten atau kota tidak hanya meliputi

pemenuhan kesejahteraan masyarakat didalam daerah otoritas pemerintah tersebut.

Kompleksitas permasalahan yang dihadapi pemerintah diseluruh level pemerintahan
dalam sebuah negara semakin juga semakin mendapat tantangan yang berat tatkala gelombang
demokratisasi mulai berkembang dan menjadi tuntutan untuk diterapkan di dalam sebuah negara
sebagai sistem pedoman terbentuknya pemerintahan serta pembuatan keputusan yang mencakup
aspek kehidupan bernegara dan kesejahteraan ditengah gelombang demokratisasi dan tuntutan
keterbukaan informasi publik di kalangan masyarakat. Kompleksitas yang dimaksud penulis
yakni apakah tindakan yang diambil pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan atau tidak.
Hal ini mengacu pada apa yang diutarakan Thomas R Dye bahwa tindakan yang dilakukan
pemerintah maupun yang tidak dilakukan pemerintah merupakan sebuah kebijakan dan dapat
mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam sebuah negara (Dye, 1995:2). Kompleksitas
permasalahan dalam sebuah negara dengan disertai tuntutan pemerintah agar selalu dapat
beradaptasi terhadap kondisi dan permasalahan yang muncul di tengah sistem masyarakat ini
sebagai contoh yang pertama adalah masalah pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kebijakan
ekonomi yang dibuat pemerintah Indonesia dari waktu ke waktu semakin berkembang tatkala
diikuti dengan diterapkanya sistem demokratisasi di Indonesia. Pada masa pemerintahan
presiden Soeharto, kebijakan ekonomi Indonesia cenderung dibuat berdasarkan teknokratis.
Namun pada masa reformasi, kebijakan ekonomi Indonesia mengalami pergeseran paradigma

tatkala pemerintahan eksekutif mendapat kontrol ketat dari masyarakat dan Lembaga Legislatif.



Kontrol yang diberikan masyarakat dan lembaga legislatif semakin diperkuat dengan
kontrol dari kalangan akademisi. Kontrol yang dimiliki akademisi ini berupa kritik dan pendapat
yang diberikan sebagai dinamika dari shift paradigm kajian Formulasi Kebijakan Publik. Hasil
dari pergeseran paradigma ini dapat dilihat pada tahun 2013 dimana menurut data resmi Badan
Pusat Statistik menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mencatat angka kurang dari enam
persen sejak 2009 yakni sekitar 5,78 persen. Sementara pada kurun waktu 2 tahun antara tahun
2010-2012, pendapatan perkapita Indonesia berhasil menduduki posisi tertinggi di Asean
(dikutip dari http://www.dw.de/ekonomi-indonesia-melambat/a-17409010 pada tanggal 18 Maret
2014). kurun waktu tiga tahun Indonesia berhasil meraih  Produk Domestik Bruto dan
Pendapatan Perkapita tertinggi di ASEAN. Namun pada tahun 2013 Indonesia mengalami
penurunan pertumbuhan ekonomi yakni sekitar 5,78% dimana pada tahun sebelumnya
pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,23 % (dikutip dari http://www.dw.de/ekonomi-
indonesia-melambat/a-17409010 pada tanggal 18 Maret 2013).

Permasalahan lain yang muncul di negara negara berkembang adalah sinergitas antara
lembaga eksekutif dan legislatif dalam membuat sebuah kebijakan. Seperti diketahui beberapa
negara negara berkembang di Asia Tenggara memiliki sistem pemerintahan yang berbeda.
Seperti di Indonesia yang menganut sistem demokrasi membuat lembaga eksekutif baik di
pemerintahan pusat maupun daerah harus dapat bersinergi dengan Lembaga Eksekutif. Namun
yang terjadi di Indonesia kemampuan lembaga legislatif dalam kapasitasnya untuk memproduksi
undang undang tidak mencapai target yang ditentukan. Sebagaimana diketahui Pada tahun 2013
ini terdapat 70 Rancangan Undang-Undang yang tercantum dalam Program Legislasi Nasional
(Prolegnas). Namun terhitung hingga akhir November tahun ini, DPR baru menelurkan 23 UU
saja. Dari 23 UU baru itu, ternyata 11 di antaranya terkait dengan pemekaran daerah, dua
merupakan ratifikasi perjanjian internasional, dan dua lainnya terkait APBN (dikutip dari
http://nasional.sindonews.com/read/2013/12/14/16/816867/fokus-sebelum-pemilu pada tanggal
20 Maret 2014). Hal ini tentunya menjadi fenomena menarik karena dalam proses pembuatan
kebijakan, Lembaga Legislatif di Indonesia hanya mampu membuat 10 kebijakan dari 23

kebijakan yang telah ditetapkan.



Salah satu contoh fenomena peran legislatif dalam mengontrol kebijakan pemerintah
yakni gagalnya pemerintah menaikkan kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak akibat hak
angket yang diajukan kalangan oposisi Lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat. Voting
terbuka yang diputuskan oleh ketua DPR yang notabene adalah dari partai pemerintah, berhasil
menggagalkan rancangan kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar
minyak.Sementara ada tahun 2006, saat pengambilan keputusan hak angket impor beras pada
2006. Pemerintah melobi berhasil menggagalkan penggunaan hak angket melalui lobi fraksi di
DPR (dikutip dari http://tempo.co.id/hg/nasional/2008/06/24/brk,20080624-126456,id.htm| pada
tanggal 20 Maret 2014). Fenomena lainya tentang perkembangan fenomena pembuatan
kebijakan dalam dinamika demokratisasi di setiap daerah adalah tentang penolakan DPRD DKI
Jakarta terhadap realisasi pengadaan truk sampah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
DKI Jakarta menolak pengadaan 200 truk sampah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2014. Anggota Komisi D (Pembangunan) DPRD DKI
Aliman Aat mengatakan penolakan dikarenakan truk itu hanya akan digunakan oleh pihak
swasta. (dikutip dari http://www.merdeka.com/jakarta/tolak-pembelian-200-truk-sampah-ini-
alasan-dprd-dki-jakarta.html pada tanggal 20 Maret 2014).

Permasalahan selanjutnya yang dihadapi pemerintah adalah pemberantasan buta huruf di
kalangan masyarakat, hal ini mengingat Buta aksara merupakan salah satu indikator utama yang
dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index). Tinggi
rendahnya buta aksara menjadi penentu utama tinggi rendahnya kualitas pembangunan manusia
di dalam sebuah negara. Menurut data Kementerian Pendidikan Nasional, Angka buta aksara di
Indonesia masih mencapai angka 4,8 persen dari jumlah penduduk yang setara dengan 8,5 juta
jiwa. Tentu saja permasalahan ini memerlukan penanganan khusus berupa tindakan pemerintah
yang dibuat melalui kebijakan yang berfokus pada pemberantasan buta huruf. Alasan lain
perlunya dibuat penanganan khusus karena selain jumlahnya masih banyak, 60 persen dari 8,5
juta jiwa tersebut didominasi oleh kaum perempuan. Selain itu, saat ini terdapat 10 provinsi
dengan tingkat buta huruf tinggi hingga prosentase di atas 10 persen. 10 provinsi tersebut antara
lain Papua, NTT, NTB dan Jabar serta Sulsel. (dikutip dari kutipan Siti Muyassarotul Hafidzoh
pada data Kemendiknas: 2011 di situs http://suara
guru.wordpress.com/2013/09/09/memberantas-buta-aksara/ pada tanggal 18 Maret 2014).
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Salah satu contoh kompleksitas permasalahan berikutnya yang dihadapi pemerintahan di
beberapa negara dunia yakni permasalahan peningkatan standar pelayanan minimal. Seperti
diketahui bahwa Standar pelayanan minimal adalah salah satu kajian studi kebijakan publik yang
mengatur mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang
berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sebagai sebuah kebijakan yang baru
diperkenalkan, standar pelayanan minimal sudah selayaknya didukung oleh peraturan
perundang-undangan yang memadai mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah ataupun
peraturan menteri terkait. Di sisi lain sebagai sebuah kebijakan baru, standar pelayanan minimal
sedang dalam proses pencarian bentuk dan sosialisasi yang membutuhkan waktu tidak sedikit,
mengingat perlunya kesamaan pemahaman antara aktor pembuat kebijakan dengan pelaksana
kebijakan di lapangan, terlebih lagi seringnya terjadi proses penyesuaian kebijakan yang
disebabkan oleh dinamika masyarakat yang menjadi obyek kebijakan.(dikutip dari
http://spmbppkemendagri.blogspot.com/2013/06/data-spm-dari-beberapa lembaga.html dikutip
pada tanggal 18 Maret 2013). Sampai saat ini Pemerintah telah menetapkan SPM sebanyak lima
belas bidang urusan yang terdiri dari sembilan SPM diterapkan pada Pemerintahan Daerah
Provinsi dan lima belas SPM diterapkan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota.
Masing-masing SPM yang telah ditetapkan tersebut, memiliki karakteristik yang berbeda baik
dari jumlah jenis pelayanan, jumlah indikator maupun target capaian. Setidaknya dari lima belas
SPM vyang sudah ditetapkan terdapat tiga belas SPM yang target capaiannya antara tahun 2010
sampai dengan tahun 2015, satu SPM dengan target capaian tahun 2016 dan satu SPM dengan
target capaian tahun 2025. (dikutip dari
http://otda.kemendagri.go.id/index.php/categoryblog/1383-percepatan-standar-pelayanan-
minimal-di-daerah pada tanggal 18 Maret 2014).

Pentingnya penerapan konsistensi pemahaman teori kebijakan publik menurut penulis
dilandasi karena kurang mampunya para kalangan instansi pemerintah sebagai aktor pembuat
kebijakan publik memahami kondisi kompleksitas permasalahan yang dihadapi dari konteks
ilmiah. Mengacu dari ungkapan Smith bahwa permasalahan dalam studi kebijakan publik tidak

hanya meliputi ilmu politik, kesejahteraan ekonomi, atau administrasi publik, menurut Peter De


http://spmbppkemendagri.blogspot.com/2013/06/data-spm-dari-beberapa

Leon (dalam Smith 2009:5) ruang lingkup studi kebijakan publik sendiri juga masih samar

Ssamar.

Para aktor pembuat kebijakan dalam membuat sebuah keputusan pemerintah juga harus
dapat memahami ketepatan realitas sosial yang nyata. Penulis mengutip ungkapan Peter Berger
(1990:1) bahwa dalam memahami realitas sosial, individu harus memahami fenomena-fenomena
yang diakui memiliki keberadaan (being)-nya sendiri sehingga tidak tergantung kepada kehendak
manusia; sedangkan pengetahuan adalah kepastian bahwa fenomen-fenomen itu nyata atau real
dan memiliki karakteristik yang spesifik. Sementara Shapira (dalam Morcol 2007:9)
menyatakan bahwa dalam membuat keputusan, Organisasi memiliki fungsi preferensi yang tidak
tepat, tidak konsisten, dan selalu berubah. Pentingnya konsistensi penerapan teori ilmiah
kebijakan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi pemerintah juga dilandasi oleh tuntutan
kemampuan pemerintah untuk mampu menentukan pilihan strategi yang dibuat untuk menangani
kompleksitas permasalahan. Hal ini mengacu dari definisi kebijakan publik yang diutarakan
Birkland (dalam Smith 2009:4) bahwa kebijakan publik merupakan pilihan-pilihan atau
tindakan yang didukung oleh kekuatan koersif negara, yang pada intinya, kebijakan publik
merupakan respon terhadap masalah yang dirasakan..

Urgenitas konsistensi penerapan ilmu kebijakan secara alamiah ini diperkuat dengan
pernyataan Peter Deleon (dalam Smith 2009:11) dari sudut pandang aksiologi studi kebijakan
publik bahwa tugas praktisi dan ilmuwan kebijakan seperti mendiagnosis penyakit, memahami
penyebab dan implikasi dari penyakit mereka, merekomendasikan perawatan, dan mengevaluasi
dampak dari pengobatan. Analogi yang diutarakan Peter de Leon (dalam Smith, 2009:11) ini
mengacu dari pendapat Hipokrates bahwa fungsi pemerintah sendiri adalah sebagai nahkoda
praktisi kebijakan publik layaknya seorang dokter, ilmuwan kebijakan harus melalui pelatihan
dasar ilmiah dengan menggunakan pengetahuan untuk melayani kebutuhan masyarakat yang

berorientasi nilai lebih besar.

Pentingnya konsistensi penerapan teori pembuatan kebijakan dalam membuat sebuah
keputusan yang dibuat oleh individu elemen pemerintah bertujuan agar permasalahan yang
dihadapi pemerintah di sebuah negara dapat teratasi sesuai dengan prediksi yang akurat dan teori

yang tepat pula. Hal ini mengacu dari ungkapan Robert Audi bahwa pengetahuan muncul dari

6



memori, instropeksi dan kesadaran diri seorang perseptor ilmu pengetahuan untuk membentuk
persepsi kesadaran terhadap fenomena (2005:5). Para kalangan akademisi juga harus memahami
perkembangan teori kebijakan publik mengingat pembuatan kebijakan juga harus melihat aspek
sejarah perkembangan lingkungan dan sejarah perkembangan teori dari perspektif historis
epistemologi dari masing masing teori kebijakan yang telah diciptakan oleh para kalangan
akademisi kebijakan publik. Yang pada akhirnya terdapat korelasi antara ruang paradigma

dengan epistemologi masing masing teori formulasi kebijakan publik.

Ruang paradigma yang dimaksud penulis ini mengacu dari titik tolak kerangka berpikir
perkembangan sejarah ilmu sosial pada umumnya dan kebijakan publik khususnya mengacu dari
pernyataan Scott J Simon (dalam Radder 1997:2-3) sebagai penganut Meta Paradigma ilmu
Pengetahuan Beyond Kuhn menyatakan bahwa perkembangan teori memiliki esensi dari
kebenaran paradigma para kalangan ilmuan kebijakan. Perkembangan teori dalam pengetahuan
tersebut diwarnai dengan gesekan kontradiksi kebenaran melalui kritik yang diberikan dalam era

perkembangan pengetahuan.

Landasan penulis untuk mengambil topik sejarah perkembangan teori formulasi
kebijakan dalam penelitian thesis yang dibuat penulis adalah yang pertama karena tahap
formulasi adalah tahap awal yang paling krusial yang harus dipahami para praktisi kebijakan dan
elemen pemerintah, maka pemahaman tentang perkembangan teori formulasi kebijakan publik
diharapkan dapat membantu praktisi untuk dapat menggunakan teori formulasi kebijakan secara
tepat berdasarkan permasalahan yang ada. Selain itu, landasan lain penulis melakukan kajian
mendalam terhadap tema ini adalah karena masih kurangnya kumpulan literatur tentang
formulasi kebijakan publik. dimana dapat diketahui literatur kebijakan publik sebagian besar
masih didominasi oleh studi implementasi kebijakan. Hal ini senada dengan yang diutarakan
oleh Eysestone (Dalam Smith 2009:31) bahwa selama ini studi literatur kebijakan publik terlalu
berfokus pada literature tentang implementasi kebijakan yang membuat studi literature kebijakan
tidak pernah bisa menjelaskan secara koheren bagaimana kebijakan dirumuskan, diadopsi,
diterapkan, dan dievaluasi dengan mengarah ke penelitian kebijakan yang dianggap oleh banyak

ahli politik, ekonom, dan sosiolog sebagai penelitian kelas kedua di kebijakan publik.



Selain itu, Lasswell (dalam Smith 2009:20) juga tidak pernah menyelesaikan nilai nilai
ilmu sosial yang pas terutama penjelasanya tentang nilai politik dan administrasi dalam konsepsi
demokrasi yang dia bangun. Laswell sepenuhnya tidak bisa mendamaikan pengetahuan tentang
kebijakan dengan politik yang pada akhirnya mengakibatkan tidak adanya batasan fakta yang
dimasukkan kedalam layanan nilai nilai demokrasi. Lasswell juga tidak menyadari sepenuhnya

bahwa pada akhirnya nilai dan fakta bisa bertentangan.

Jika dilihat dari aspek sejarah, proses kelahiran dan kemunculan kebijakan publik sudah
dimulai sejak era pemerintahan Babilonia. Dimana dapat diketahui bahwa pada abad 18 SM Raja
Hamorabi telah membuat sebuah peraturan yang disebut kode hamorabi demi terciptanya

ketertiban sosial pada masa itu (Fermana, 2009:32).

Dalam perkembanganya, kelahiran kebijakan publik sebagai sebuah ilmu tidak bisa
dilepaskan dari peran Laswell. Harold Lasswell (dalam Smith 2009:9) merasakan kesadaran dan
persepsi setelah peristiwa perang dunia ke Il periode 1940 - 50 an dengan mencoba untuk
mencari sebuah fokus baru mengenai studi politik mengenai hubungan negara dan masyarakat
sebagai warga negara.

Dari kajian Epistemologi yang memiliki definisi sebagai asal, sifat, karakter dan jenis
pengetahuan, studi kebijakan publik didasari oleh kerangka pemikiran filsafat yang diutarakan
oleh beberapa tokoh. Tokoh yang pertama adalah Jeremy Bentham (dalam Fermana 2009:24)
menyatakan bahwa dalam studi kebijakan. terdapat esensi kerangka pemikiran Utilitarian dimana
aliran tersebut mendasarkan hukum dan kebijakan tidak hanya mengandalkan prinsip hukum dan
reformasi sosial. Kerangka filosofis yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham ini mendapat
sanggahan dari John Rawls. John Rawls (dalam Fermana 2009:115) menyatakan bahwa
pendidikan moral yang benar adalah pendidikan otoritatif pihak pendidik pada kaum regenerasi.
Kerangka Epistemologi yang lain yakni dikemukakan oleh John Dewey (dalam Hook 1980:23)
menjelaskan bahwa kebijakan publik terbentuk melalui dialektika antara hukum dan kebebasan.

John Dewey (dalam Hook 1980:23) menganggap bahwa hukum secara inheren memusuhi



kebebasan manusia, hanya sebagai seperangkat pembatasan yang dapat dibenarkan dilanggar
atas nama satu sama lain sebagai kebebasan pribadi. Yang kedua Dewey (dalam Hook 1980:23)
menganggap hukum pada dasarnya sebagai sebuah otoritas perintah utama yang bertumpu pada
kekuatan eksklusif. Hal ini menegaskan bahwa tidak ada otoritas moral atau politik yang dapat
membenarkan diri atau memperoleh legitimasi dengan kekuatan sendiri (Hook, 1980:23). Studi
Kebijakan pada awal perkembanganya ditandai dengan dibuatnya visi kebijakan oleh Harold
Laswell pada tahun 1950an (Smith, 2009 hal 13). Laswell (dalam Smith 2009:13) menyatakan
bahwa tipisnya jarak kebijakan publik sebagai sebuah studi dengan demokrasi, mengakibatkan
kebijakan publik sebagai sebuah disiplin ilmu mengalami ketegangan internal dengan ilmu
lainya. Lasswell (dalam Smith 2009:13) menambahkan bahwa ketegangan internal tersebut
akibat terlalu luasnya orientasi studi kebijakan. sebagai contoh yakni konflik yang melibatkan
akademisi dan ilmuan kebijakan yang mengalami perbedaan pendapat terpecah menjadi dua
kubu. Kubu yang pertama adalah mereka yang memberi prioritas kepada nilai-nilai ilmu
pengetahuan (state oriented policy) dan orang-orang yang memberikan prioritas kepada nilai-

nilai demokrasi atau setidaknya nilai-nilai politik tertentu (society oriented policy).

Sabatier (dalam Smith 2009:15) mencoba meredakan ketegangan Internal yang dialami
oleh para akademisi kebijakan. Sabatier (dalam Smith 2009:15) membuat dua pendekatan,
pendekatan yang pertama yakni menyederhanakan kompleksitas ruang lingkup studi kebijakan
melalui pemahaman terhadap masing masing situasi yang terjadi. Sementara pendekatan yang
kedua menurut Sabatier (dalam Smith 2009:15) adalah memahami sebuah isu kepada tempat
dan waktu yang tepat dalam sebuah dunia yang kausal. Studi kajian tentang pengambilan
keputusan sebagai landasan formulasi kebijakan dalam perkembanganya terus dikembangkan
oleh para kalangan akademisi kebijakan publik. Perkembangan ini ditandai melalui munculnya
Literatur pengambilan keputusan yang dibuat oleh Herbert Simon. Dalam buku Handbook of
Decision Making karya Gogtug Morcol. Menurut Herbert Simon (dalam Morcol 2007:1)
Pengambilan keputusan atau yang biasa disebut Decision Making muncul pada tahun 1960an .
Teori Decision Making (Morcol, 2007:1) menjelaskan bahwa individu rasional bisa membuat
keputusan secara logis dan murni melalui pengetahuan lengkap tentang masalah yang harus

diselesaikan dan konsekuensi dari tindakan mereka. Morcol (2007:1) menjelaskan secara



gamblang tentang teori, konteks, dan metode pengambilan keputusan. Selain itu Morcol juga
menjelaskan upaya perumusan secara universal teori pengambilan keputusan di masa lalu
(2007:1). Pengembangan demi pengembangan melalui literatur yang ditulis beberapa ahli sampai
detik ini menurut penulis merupakan evolusi dari pengembangan studi pengambilan keputusan
yang pada nantinya akan menjadi landasan konstruksi model kebijakan rasional. Kajian - kajian
literature yang membahas tentang decision making sebagai pijakan kebijakan model rasional
seiring waktu terus dikembangkan melalui artikel yang dilanjutkan dari kritikan dan penelitian

selanjutnya.

Sebagai contoh yakni sebuah literature lanjutan yang dikembangkan oleh Bryan D. Jones
dari University Of Washington, bahwa perilaku manusia merupakan salah satu landasan utama
dalam pembuatan kebijakan (2005:400). Studi pengembangan teori formulasi kebijakan
selanjutnya adalah Studi yang dilakukan oleh Cambpitelli (2010, hal 6) melalui pengkajian
pemikiran Tversky dan Kahnemann (dalam Campitelli 2010:6 ) tentang 3 jenis rasionalitas
yang dia kembangkan. 3 jenis rasionalitas tersebut adalah rasionalitas terbatas, rasionalitas bias
dan rasionalitas ekologis. Rasionalitas terbatas menurut Simon (dalam Campitelli 2010:4)
merupakan asumsi ekonomi yang dimiliki oleh pelaku ekonomi, maka mereka memaksimalkan
kesempatan. Sehingga dalam hal ini Simon memberikan kritikan terhadap ungkapan Kahnemann
bahwa manusia memiliki keterbatasan rasionalitas. Yang pada akhirnya membuat mereka
melakukan pembuatan kebijakan secara bervariasi sesuai dengan tingkat keahlian dari pembuat

keputusan, karakteristik lingkungan. Rasionalitas yang ke dua adalah rasionalitas bias.

Banyaknya kritik yang muncul akibat dari ketidakpuasan terhadap teori pengambilan
keputusan akibat semakin berkembangnya kompleksitas permasalahan yang dihadapi ilmuwan
kebijakan kemudian memunculkan satu teori baru dalam studi kebijakan. Teori tersebut adalah
public choice atau teori pilhan publik. Teori pilihan publik muncul pada periode 1951. Namun
teori ini baru mendapat perhatian publik pada tahun 1986. Teori pilihan publik merupakan
penerapan model pilihan rasional untuk pengambilan keputusan non-pasar. Melihat dari
banyaknya pandangan perkembangan teori dan munculnya beberapa literatur kritikan terhadap

perkembangan teori formulasi kebijakan tersebut, muncul sisi menarik dari kumpulan literatur
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tentang kajian teori formulasi kebijakan publik terutama teori pengambilan keputusan. Sisi
menarik yang ditangkap penulis adalah adanya keberagaman pemikiran dari masing masing
penulis untuk mengkritisi literatur teori formulasi kebijakan pengambilan keputusan yang dibuat
oleh Herbert Simon. Perkembangan studi formulasi kebijakan sendiri dipengaruhi oleh
pemikiran Lasswell yang kemudian dikembangkan oleh Theodore Lowi pada tahun 1964.
Theodore Lowi (dalam Smith 2009:37) mengembangkan tipologi kebijakan melalui pendekatan
politik dilihat dari segi fungsinya. Mengacu pada kutipan Lowi dalam buku The Public Policy Of
Theory Primer, Lowi menjelaskan bahwa Kebijakan terdiri dari 4 jenis yakni kebijakan
distributif, kebijakan regulatif, kebijakan redistributif, dan kebijakan konstituen. Lowi (dalam
Smith, 2009:37) menggunakan dua pendekatan studi dalam mengembangkan tipologi kebijakan,
dua pendekatan tersebut yakni pendekatan politik dan kebijakan. Kerangka tipologi kebijakan
menurut Lowi (dalam Smith 2009:37) merupakan sebuah upaya pendekatan yang dilakukan
untuk mendefinisikan kembali bagaimana kebijakan dan politik ilmuwan konsep proses
pembuatan kebijakan.

Teori formulasi kebijakan berikutnya adalah teori Incremental. Teori Incremental muncul
pada periodisasi awal perkembangan kebijakan publik. Menurut Bryan D Jones (2004: 325-
351), Incrementalism menyiratkan bahwa pilihan kebijakan pada waktu tertentu adalah
penyesuaian marjinal dari pilihan kebijakan sebelumnya. Jones (2004:325-351) menyatakan
bahwa model ini sepenuhnya telah didiskreditkan oleh para akademisi kebijakan publik dari

aspek teoritis, metodologis, dan empiris Kritik.

Luasnya ruang lingkup kajian studi kebijakan publik dengan disertai berkembangnya
sistem demokrasi di semua negara berpengaruh terhadap semakin tak terbendungnya
kemunculan teori formulasi kebijakan. Seperti halnya yang terjadi pada kemunculan teori
formulasi kebijakan deliberatif. Gagasan deliberatif dalam demokrasi muncul dari ide Joseph M.

Bessette.

Menurut Habermas (dalam Mardiyanta 2011:261-271), teori deliberatif merupakan salah
satu wujud dari deliberasi demokrasi deliberatif yang berakar pada konsepsi ruang publik.
Sedangkan menurut Mardiyanta (2011:261-271) demokrasi deliberatif merupakan tata cara

pengambilan keputusan yang menekankan musyawarah dan penggalian masalah melalui dialog
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dan tukar pengalaman diantara para pihak dan warga negara. Mardiyanta (2011:261-271)
menambahkan bahwa tujuan dari formulasi deliberatif sendiri adalah pencapaian kata mufakat
melalui hasil - hasil diskusi dengan mempertimbangkan berbagai kriteria. Sehingga dapat
dikatakan bahwa keterlibatan warga negara merupakan inti dari formulasi deliberatif
(Mardiyanta, 2011: 261-271).

Dari beberapa teori formulasi kebijakan yang telah penulis sebutkan diatas. Terlihat jelas
betapa banyaknya teori formulasi kebijakan. Namun dari sekian banyak jumlah teori formulasi
kebijakan tersebut, ditambah dengan semakin tak terbendungnya kemuculan literatur dari
berbagai akademisi untuk mengkritisi temuan penelitian, belum terlihat jelas seberapa jauh
perkembangan teori formulasi kebijakan tersebut dapat dipetakan dari sampai detik ini jika
dilihat dari banyaknya penelitian dan pengembangan lanjutan tentang kajian tentang studi

formulasi kebijakan melalui literatur yang masih sangat samar samar dan terpisah satu sama lain.

Dari penelusuran yang dilakukan penulis terdapat beberapa studi terdahulu yang telah
melakukan kajian pustaka terhadap pengumpulan literatur formulasi kebijakan menjadi sebuah
buku. Seperti pada buku Handbook of Decision Making karya Goctuc Morcol. Dalam buku
tersebut Morcol (2007) mengumpulkan dan menjelaskan teori Decision Making yang menjadi

salah satu bagian dari teori formulasi kebijakan publik.

Studi terdahulu yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Nandini Rajagopalan
dan Abdul M.A Rasheed dari University of Southern Carolina, Los Angles. Penelitian berjudul
Incremental Model of Policy Formulation and Non — Incremental Changes: Crtitical Review and
Synthesis. Penelitian ini dibukukan dalam Jurnal yang bernama British Journal of Management
pada tahun 1995. Penelitian yang mereka lakukan adalah mengkritik dua model pendekatan dari
teori formulasi kebijakan incrementalism yang dibuat tahun 1959 dan 4 model non
incrementalism yang meliputi Leadership exlanation, Organizational trasehold Explanation,
Speculative Argumention, dan Catastrophe theory (Rasheed,1995:7-8). Menurut Rasheed kunci
perbedaan dari dua model pendekatan tersebut adalah inetegrasi dari masing masing model

formulasi kebijakan yang mereka kembangkan (Rasheed, 1995:12).

Studi terdahulu berikutnya yakni kajian yang dibuat oleh Michael Howlett dan Jeremy

Rayner. Penelitian ini membahas tentang evaluasi empat model umum proses perubahan sejarah
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yang telah muncul dalam berbagai bidang dalam ilmu sosial - yaitu stokastik, narasi sejarah,
ketergantungan lintasan dan proses sequencing serta aplikasi mereka untuk mempelajari
pembuatan kebijakan publik (Howlett dam Rayner, 2006:1). Jurnal hasil penelitian ini
menetapkan dan menilai manfaat dan bukti masing-masing, baik dalam penelitian sosial umum
dan dalam ilmu kebijakan (Howlett dan Raymer, 2006:1). Howlett dan Rayner (2006, hal 1)

berfokus pada pemetaan teori proses kebijakan neo-positivisme

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang berjudul “Diakronik sejarah Perkembangan dan Pemetaan
teori formulasi kebijakan Publik” ini adalah untuk mengetahui Perkembangan awal studi
Kebijakan terkait dengan Studi Kebijakan dan Studi dengan kebijakan. Tujuan penelitian ini
berikutnya adalah untuk mengetahui Bagaimana Peta Perkembangan Sejarah Teori Formulasi
Kebijakan secara kronologis. Tujuan berikutnya adalah untuk mengetahui Perdebatan antara
Kaum Teknokratis dan Kaum politis serta kritik kaum bottom up terhadap top down dalam
Sejarah Perkembangan Teori Formulasi Kebijakan. dan tujuan penelitian yang terakhir adalah
untuk mengetahui Bagaimana Peta Perkembangan Teori Formulasi Kebijakan Berdasarkan aliran

paradigma positivistik, post positivistik, interpretif atau Konstruktif, dan Kritis.
Kerangka Teori

Dalam penelitian Diakronik Sejarah Perkembangan dan Pemetaan Teori Formulasi
Kebijakan Publik ini, penulis menggunakan 6 kerangka teori. Teori Pertama adalah Teori Pohon
Keilmuwan yang dicetuskan oleh Suparyogo dan Kunto Wibisono. Menurut Menurut Suparyogo
(2012), pendekatan teori ini dibuat karena dilandasi oleh perubahan dari ilmu pengetahuan
digambarkan seperti pohon. Pohon terdiri dari akar (yang tidak terlihat oleh mata secara
langsung, terutama akar tunjang dalam suatu pohon), batang, cabang, ranting, daun, bunga, kulit
batang, dan sebagainya. Seperti halnya pohon, Ilmu pengetahuan juga digambarkan seperti
bangunan suatu gedung yang di dalam bangunan itu terdiri dari fondasi (yang tidak terlihat oleh
mata secara langsung), pilar, atap, dan sebagainya. limu pengetahuan juga digambarkan seperti

struktur yang di dalam struktur itu terdapat unsur-unsur atau elemen-elemen yang masing-
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masing elemennya merupakan bagian terkait yang tidak dapat dipisahkan antar elemennya dan
berfungsi saling menguatkan dalam suatu sistem ilmu pengetahuan sementara menurut Kunto
Wibisono (1984) filsafat itu sendiri telah mengantarkan adanya suatu konfigurasi dengan
menunjukkan bagaimana “pohon ilmu pengetahuan” telah tumbuh mekar-bercabang secara
subur. Masing-masing cabang melepaskan diri dari batang filsafatnya, berkembang mandiri dan
masing-masing mengikuti metodologinya sendiri-sendiri. Koento Wibisono (1984),
mengemukakan bahwa hakekat ilmu menyangkut masalah keyakinan ontologik, yaitu suatu
keyakinan yang harus dipilih oleh sang ilmuwan dalam menjawab pertanyaan tentang apakah
“ada” (being, sein, het zijn) itu. Inilah awal-mula sehingga seseorang akan memilih pandangan
yang idealistis-spiritualistis, materialistis, agnostisistis dan lain sebagainya, yang implikasinya
akan sangat menentukan dalam pemilihan epistemologi, yaitu cara-cara, paradigma yang akan
diambil dalam upaya menuju sasaran yang hendak dijangkaunya, serta pemilihan aksiologi yaitu
nilai-nilai, ukuran-ukuran mana yang akan dipergunakan dalam seseorang mengembangkan

ilmu.

Teori kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan Publik. Menurut Dye
(dalam Smith dan Larimer, 2009 hal 3), Kebijakan merupakan apa yang dipilih dan dilakukan
atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Sementara Eyestone menyatakan bahwa Kebijakan Publik
merupakan hubungan unit pemerintah dengan lingkunganya. Atau dapat dikatakan bahwa
kebijakan publik merupakan tindakan objektif dan pernyataan tertentu dari pemerintah dan
tahapan yang mereka ambil yang kemudian mereka implementasikan. Dan penjelasakan yang
mereka berikan tentang apa yang terjadi (Wilson dalam Smith dan Larimer, 2009 hal 3) definisi
ini secara akurat memiliki esensi bahwa secara umum ide membuat studi kebijakan sangat
berbeda dengan ilmu politik, kesejahteraan ekonomi atau administrasi publik. Smith dan Larimer
juga menjelaskan bahwa ilmuan kebijakan tidak memberikan batas yang memberikan isolasi
terhadap sarjana politik yang mempelajari institusi atau bahkan perilaku memilih. (Smith dan
Larimer, 2009 hal 3)

Definisi Kebijakan yang lain diutarakan oleh James Anderson (1994, dalam Smith dan
Larimer, 2009 hal 3) yang sebagian digunakan oleh dalam buku strata satu kebijakan dimana

kebijakan merupakan tindakan yang diambil atau tidak oleh aktor maupun rangkaian aktor untuk
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mengatasi permasalahan yang memiliki esensi yang memprihatinkan. Definisi ini memberikan
implikasi rangkaian berbeda terhadap karakteristik kebijakan publik. Kebijakan tidak dibuat
secara acak namun memiliki orientasi tujuan. Kebijakan publik dibuat oleh otoritas publik
(Smith dan Larimer, 2009 hal 3). Smith dan Larimer (2009, hal 4). menyatakan bahwa tidak
terdapat definisi kebijakan publik secara universal. Namun terdapat kesepakatan umum bahwa
kebijakan publik merupakan proses membuat pilihan dan hasilnya atau implementasinya
sebagian besar merupakan sebuah keputusan bahwa apa yang dibuat dalam kebijakan publik
“publik adalah sebuah pilihan atau tinfakan yang didukung oleh kekuasaan koersif negara (Smith
dan Larimer, 2009 hal 4). Smith dan Larimer (2009, hal 18) menjelaskan bahwa pendekatan
adhoc memberikan satu lisensi pada ilmuan kebijakan untuk mengemis, meminjam dan
mengambil berbagai kerangka kerja konseptual yang dikembangkan ilmu sosial. Salah satu ilmu
utama dalam berbagai kerangka kerja konseptual ini menurut Smith dan Larimer (2009, hal 18)
adalah Ekonomi yang berfungsi menyatukan kerangka kerja konseptual melalui satu rangkaian
metode. Kerangka kerja ini khususnya meliputi kajian administrasi publik, ilmu politik dan studi
kebijakan. menurut pendapat Smith dan Larimer, Kkolonisasi berbagai disiplin ilmu ini

menunjukkan kekuatan teori yang baik.

Teori ketiga yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Formulasi Kebijakan
Publik. Menurut Smith dan Larimer (2009, hal 49) kebijakan publik adalah studi pembuatan
keputusan. Kebijakan publik merupakan sebuah pilihan yang didukung oleh kekuatan koersif
negara. siapa yang membuat keputusan ini dan mengapa mereka membuat keputusan melalui
pertanyaan penelitian penting bagi sarjana kebijakan. Parson (2005, hal 247) menyatakan bahwa
Pembuatan keputuan (decision making) berada diantara perumusan kebijakan dan implementasi.
Akan tetapi [kedua hal tersebut] saling terkait satu sama lain (Parsons, 2005 hal 247). Keputusan
mempengaruhi implementasi dan implementasi tahap awal akan mempengaruhi tahap pembuatan
keputusan selanjutnya, yang pada giliranya akan mempengaruhi implementasi berikutnya
(Parsons, 2005 hal 247). keputusan adalah sebuah proses dan keputusan awal seringkali hanya
merupakan sinyal penunjuk arah atau dowongan awal, atau percobaan awal, yang nantinya akan
mengalami revisi dan diberi spesifikasi (Etzioni, 1968: 203-204 dan Parsons, 2005 hal 247). .
Peters (2004, dalam Nugroho 2012 hal 116) menyatakan bahwa formulasi yang baik adalah

dilakukan melalui inersia, analogi dan intuisi.
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Teori keempat yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Sejarah Diakronik.
Menurut Galtung, (1963, dalam Kuntowijoyo 2008 hal 5), sejarah adalah ilmu diakronis berasal
dari kata diachronich; dia dalam bahasa latin artinya melalui dan chronicus artinya waktu.
Sejarah disebut ilmu diakronis, sebab sejarah meneliti gejala-gejala yang memanjang dalama
waktu, tetapi dalam ruang yang terbatas. Galtung (1963, dalam Kuntowijoyo 2008 hal 5)
menambahkan bahwa Konsep diakronis melihat bahwa peristiwa dalam sejarah mengalami
perkembangan dan bergerak sepanjang masa. Melalui proses inilah, manusia dapat melakukan
perbandingan dan melihat perkembangan sejarah kehidupan masyarakatnya dari jaman ke jaman

berikutnya.

Teori Kelima yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Paradigma. Menurut
Thomas Kuhn, Paradigma adalah suatu asumsi dasar dan asumsi teoretis yang umum
(merupakan sumber nilai), sehingga menjadi suatu sumber hukum, metode, serta penerapan
dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan
itu sendiri (Surajiyo, 2008). Di satu pihak paradigma berarti keseluruan konstelasi kepercayaan,
nilai, teknik yang dimiliki bersama oleh anggota masyarakat ilmiah tertentu. Di pihak lain
paradigma menunjukan sejenis unsur pemecahan teka-teki yang konkret yang jika digunakan
sebagai model, pola, atau contoh dapat menggantikan kaidah-kaidah yang secara eksplisit
menjadi dasar bagi pemecahan permasalahan dan teka-teki normal sains yang belum tuntas.
Secara singkat paradigma dapat diartikan sebagai ’keseluruhan konstelasi kepercayaan, nilai dan
teknik yang dimiliki suatu komunitas ilmiah dalam memandang sesuatu (fenomena) (Kuhn,
2005). Menurut Menurut Guba (1990, dalam Parson 2005 hal 75) terdapat empat paradigma
keilmuwan yakni Positivistik, Post Positivistik, Interpretive dan Kritis. Paradigma Positivistik
sendiri menurut Guba (1990, dalam Parson 2005 hal 73) adalah paradigma yang mana
realitasnya eksis dan diatur oleh hukum sebab akibat yang bisa di ketahui. Selain itu paradigma

memiliki esensi free of value yang bebas nilai dimana Hipotesis dapat diuji secara empiris.

Paradigma Post Postivisme menurut Guba (1990, dalam Parson 2005 hal 73) adalah
paradigma yang menyatakan bahwa Realitas Eksis tetapi tidak bisa dipahami atau diterangkan
secara menyeluruh dimana terdapat multisiplisitas sebab akibat. Selain itu, paradigma ini

memandang bahwa objektivitas adalah sesuatu yang ideal, tetapi dibutuhkan komunitas yang
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kritis. menurut Guba (1990, dalam Parson 2005 hal 73) Paradigma Post Positivisme merupakan
kritik terhadap eksperimentalisme dengan menekankan pada pendekatan, teori dan penemuan

yang bersifat kualitatif.

Paradigma Konstruktivisme atau Interpretive menurut Guba (1990, dalam Parson 2005
hal 73) merupakan paradigma yang memandang realitas eksis sebagai konstruk mental dan relatif
terhadap siapa yang menganutnya. Selain itu, menurut Guba (1990, dalam Parson 2005 hal 73)
pengetahuan dan pihak pencetus teori yang mengetahui adalah bagian dari entitas subjektif yang
sama. temuan adalah hasil dari interaksi antara pengetahuan dan pencetus sebuah teori.

Paradigma Kritis menurut Guba (1990, dalam Parson 2005, hal 73) adalah paradigma
yang memandang realitas eksis, tetapi tidak bisa dipahami atau diterangkan secara menyeluruh
dan terdapat multisiplitas sebab akibat. Guba (1990, dalam Parson 2005 hal 73) kemudian
menyatakan bahwa Paradigma ini juga memandang nilai memediasi penelitian. Paradigma ini
mengacu pada pemikiran teori kritis yang mengajukan usul eliminasi kesadaran semu dan
memfasilitasi transformasi dan berpartisipasi dalam transformasi itu (Guba, 1990 dalam Parson
2005 hal 73)

Teori Keenam yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Pemetaan Paradigma
Keilmuwan yang diciptakan oleh Parson (2005, hal 59) dimana Pemetaan Paradigma Keilmuwan
adalah melakukan penyederhanaan (simplify) dalam rangka memahami multisiplisitas faktor dan
kekuatan yang membentuk problem dan proses sosial, ilmuwan mesti menyusun model model,
pemetaan (map), atau berpikir dalam term metafora (Parsons, 2005 hal 59). Ini mencakup
kerangka tempat ilmuwan berpikir dan menjelaskan (Parsons, 2005 hal 59). Kerangka pemikiran
ini mengandung tujuan dan maksud yang berbeda, meskipun dalam praktiknya mungkin
perbedaan ini agak membingungkan dan tumpang tindih (Parsons, 2005 hal 59). Menurut Parson

(2005, hal 59) terdapat 3 kerangka pemikiran dalam memetakan sebuah teori yakni:

e Explanatory framework adalah kerangka usaha untuk menunjukkan bagaimana
sesuatu terjadi. Dilain pihak, kerangka ini bisa dianggap sebagai model/teori/peta
yang heuristis: yakni bertujuan untuk menyediakan suatu kerangka pemikiran

yang bisa dipakai untuk mengeksplorasi, sebuah metode untuk mempelajari atau

17



Metodologi

meneliti problem atau proses yang rumit. Gagasan tahapan kebijakan, atau siklus
kebijakan adalah contoh dari model heuristik penting dalam analisis kebijakan
(Parsons, 2005 hal 59). Di lain pihak, sebuah model bisa mengklaim sebagai
model kausal: model tersebut akan memprediksi atau menghasilkan hipotesis
bahwa jika x terjadi, maka y akan terjadi. Model kausal ini bisa berbasis deduktif,
berdasarkan serangkaian proposisi yang bisa divalidasi atau difalsifikasi
berdasarkan bukti; atau model ini bisa mengklaim berbasis induktif: yakni

teorinya berasal dari studi empiris terhadap fenomena tertentu

Ideal-type frameworks adalah upaya untuk mendefinisikan karakteristik dari suatu
fenomena, sehingga dengan karakteristik itu, ilmuwan kebijakan bisa mengetahui
apakah sesuatu itu merupakan bagian dari kelompok fenomena yang memiliki
properti atau kriteria yang sama. kriteria tipe ideal yang paling terkenal adalah
yang diajukan oleh Max Webber ketika dia mengemukakan bahwa ilmuwan bisa
memahami birokrasi berdasarkan ciri organisasional dan strukturalnya (Parson,
2005 hal 59-60)

Normative frameworks menentukan kondisi atau tatanan apa yang harus ada agar
tujuan tertentu bisa dicapai. Kerangka normatif ini, karenanya, lebih berkaitan
dengan apa yang seharusnya ada daripada apa yang ada dalam kenyataanya
(Parsons, 2005 hal 59-60).

Penelitian ini menggunakan Metode Studi Kepustakaan dengan data yang dikumpulkan dari 33

buku Dalam dan luar negeri serta 43 jurnal teori formulasi kebijakan dalam dan luar negeri. Data

tersebut kemudian penulis review dan penulis olah menggunakan teknik catatan ekstrak kata

demi kata untuk menafsirkan makna teks literature teori formulasi kebijakan publik (Zeid, 2008

hal 54-60). Analisis penelitian ini menggunakan metode analisis pendahuluan untuk mengkaji

makna teks, konteks dan diskursus. Selanjutnya hasil analisis pendahuluan tersebut penulis

koroborasikan untuk menguatkan bukti keabsahan sejarah. Setelah melakukan analisis

koroborasi, hasil olahan data kemudian penulis olah menggunakan analisis koligasi yakni
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menggabungkan data yang telah penulis analisis melalui analisis koroborasi dan analisis
pemetaan paradigm untuk memetakan sampai sejauh mana perkembangan teori formulasi

kebijakan publik hingga saat ini.
Pembahasan
1. llmu Kebijakan dan Ilmu VS Kebijakan

Menurut Laswell (1948, dalam Parson 2005 hal 19) Sebuah Ilmu disebut ilmu
kebijakan apabila ilmu itu menjelaskan proses pembuatan kebijakan di dalam
masyarakat, atau menyediakan data yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang
rasional mengenai persoalan kebijakan tertentu. Parson (2005, hal 19) kemudian
menyatakan jika ilmuwan menyingkirkan sikap kaku yang membuat ilmu pengetahuan
terpisah pisah dalam sebuah peradaban, maka ilmuwan bisa bersama sama membentuk
tim riset yang member kontribusi pengetahuan yang diperlukan oleh pemerintahan yang
demokratis. Menurut Laswell (1948, dalam Parson 2005, hal 19) istilah kebijakan
dipakai untuk menunjukkan perlunya penjelasan tujuan tujuan sosial yang harus

diberikan oleh bidang keilmuwan.

Laswell (1951, dalam Parson 2005 hal 19) menyatakan bahwa Ilmu kebijakan
mencakup 3 hal yakni pertama adalah metode penelitian proses kebijakan, kedua adalah
hasil dari studi kebijakan dan yang ketiga adalah hasil temuan penelitian yang
memberikan kontribusi paling penting untuk memenuhi kebutuhan inteligensi di era

sekarang.

lImu Kebijakan menurut Laswell (1951, dalam Parson 2005 hal 20) merupakan
sebuah disiplin yang menitikberatkan pada usaha menjelaskan proses pembuatan
kebijakan dan proses pelaksanaan kebijakan, serta sebagai usaha untuk menemukan data
dan menyediakan interpretasi yang relevan dengan persoalan kebijakan pada periode
tertentu. Pendekatan kebijakan bukan sekadar mengkaji berbagai isu yang beragam,
tetapi lebih menitikberatkan pada persoalan yang fundamental namun seringkali
diabaikan, yang muncul dari upaya manusia dalam menyesuaikan dirinya dalam

masyarakat. Pendekatan kebijakan bukan berarti bahwa sang ilmuwan mengabaikan
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objektivitas dalam mengumpulkan atau menginterpretasikan data, atau tak lagi berusaha
menyempurnakan alat alat penelitianya. Pendekatan kebijakan menekankan perlunya
pemilihan problem yang memiliki nilai penting serta memerlukan penggunaan
objektivitas yang cermat dan kecerdasan teknis dalam melalukan penelitian. Laswell
(1951, dalam Parson 2005 hal 20) kemudian menyatakan bahwa studi kebijakan juga
harus menjelaskan seluruh konteks peristiwa signifikan. Sementara orientasi ilmu
kebijakan mengarah pada usaha peningkatan pengetahuan yang diperlukan untuk

meningkat proses demokrasi dalam aspek teori maupun praktik.
2. Diakronik Sejarah Perkembangan Teori Formulasi Kebijakan Publik

Menurut Galtung (1963, dalam Kuntowijoyo 2008 hal 5), sejarah adalah ilmu
diakronis berasal dari kata diachronich; dia dalam bahasa latin artinya melalui dan
chronicus artinya waktu. Sejarah disebut ilmu diakronis, sebab sejarah meneliti gejala-
gejala yang memanjang dalama waktu, tetapi dalam ruang yang terbatas. Galtung
(1963, dalam Kuntowijoyo 2008 hal 5) menambahkan bahwa suatu peristiwa sejarah
tidak bisa lepas dari peristiwa sebelumnya dan akan mempengaruhi peristiwa yang akan
dating. Menurut Galtung (1963, dalam Kuntowijoyo 2008 hal 5), berfikir secara
diakronis haruslah dapat memberikan penjelasan secara kronologis dan kausalita.
Kronologi adalah catatan kejadian-kejadian yang diurutkan sesuai dengan waktu
terjadinya. Kronologi dalam peristiwa sejarah dapat membantu merekonstruksi kembali
suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu secara tepat, selain itu dapat juga membantu
untuk membandingkan kejadian sejarah dalam waktu yang sama di tempat berbeda yang
terkait peristiwanya. Hasil analisis sejarah perkembangan teori formulasi kebijakan

publik secara diakronik terlebih dahulu penulis sajikan melalui table berikut:
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Tabel
Diakronik Sejarah Perkembangan Teori Formulasi kebijakan Publik Secara
Kronologis

No Nama Teori Formulasi Nama Pembuat Tahun Munculnya
Kebijakan Publik Teori Teori
1. Teori Analisis Pembuatan Osborn 1948
Kebijakan Model Brainstorming
Orientasi dan Visi Kebijakan Harold Laswell 1951
Laswell
2. Teori Pilihan Publik Charles Tiebout, 1956
Anthony Downs,
Gordon Tullock
3. Teori Bounded Rationality Herbert Simon 1957
4, Teori Muddling Through Charles Lindblom 1958
5. Teori Inkremental Charles Lindblom 1959
6. Teori Kontrol Agenda EE. Schatsscneider 1960
Cobb dan Elder
7. Teori Analisis Pembuatan Gordon 1961
Keputusan Model Sinektik
8. Teori Non Decision Making Bachrach dan 1963
Bachratz
0. Teori Sibernatika Karl Deutsch 1963
10. Teori Normatif Optimum Yehezkel Dror 1964
11. Teori Korporatisme Shonfield 1965
12. Teori Mixed Scanning Amitai Etzioni 1967
13. Teori Kualitatif Optimum Yehezkel Dror 1971
14. Teori Pembuatan Kebijakan Herbert Blumer 1971
Problem Sosial
15. Teori Garbage Can March 1972
16 Teori Analisis Pembuatan O’Shaughnessy 1972
Kebijakan Model Hirarki
17 Teori Analisis Pembuatan O’Shaughnessy 1973
Kebijakan Model Klasifikasi
18. Teori Pembuatan Kebijakan Paine dan Naumes 1974
Sistem
19. Teori Pembuatan kebijakan Apter 1976
Institusional
20. Teori Pembuatan Kebijakan D Bell 1976
Model Teknokrasi
21. Teori Pembuatan Kebijakan Young 1977

Asumtif
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22. Teori Analisis Pembuatan Mitroff dan Emshof 1979
Kebijakan Model Asumsi
23. | Teori Pembuatan Kebijakan Elite | Lukes dan Gaventa 1980
24. Teori Groupthink Janis 1982
25. Teori Policy Stream Anthony Downs 1984
26. Teori Ambisius Charles I Jones 1991
217. Teori Manajemen Konflik Kauffman 1991
28. Teori Personalitas Greenstain 1992
29. | Teori Punctuated Equilibrium Baumgartner dan 1993
Jones
30. Teori Pembuatan Kebijakan Bryson 1995
Stratejik
31. Teori Pembuatan Kebijakan Hajeer dan 2000
Deliberatif Wagenar
32 Teori Pembuatan Kebijakan Riant Nugroho 2015
Wind Tunnel Testing

3. Perdebatan antara Kaum State Oriented Policy (Teknokratik) VS Society
Oriented Policy (Politik) dan Kritik Penganut Aliran Bottom Up terhadap Aliran
Top Down Formulasi Kebijakan Publik

Perdebatan dua aliran dalam teori formulasi kebijakan ini merupakan
fenomena menarik yang mewarnai sejarah perkembangan teori formulasi kebijakan
publik dimana perdebatan ini secara langsung juga mempengaruhi perkembangan
munculnya masing masing pemikiran ilmuwan kebijakan publik secara umum dan
ilmuwan formulasi kebijakan publik secara khusus. Penulis dalam pembahasan sub
bab teknokratis VS Politis ini menyajikan perdebatan antara tiga kelompok. Kelompok
pertama adalah value scholars yang terdiri dari Edelman, Fischer, Forester dan C
Anderson) yang kedua adalah the politics of categorization scholars yang terdiri dari
Stone, Schneider dan Ingram dan yang terakhir adalah participatory scholars yang
meliputi DelLeon, Schneider, dan Ingram. Semua tiga rangkaian ilmuan ini
menyepakati tentang kebutuhan perbedaan metodologi dalam studi desain kebijakan,

dengan penekanan sub bidang yang jelas (Smith dan Larimer 2009 hal 203)

Menurut Smith dan Larimer (2009, hal 181) desain Kebijakan merupakan
sebuah istilah umum dalam bidang studi kebijakan yang ditujukan untuk pemeriksaan

yang sistematis terhadap isi substansif dari kebijakan. Dari perspektif rasionalis atau
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teknokratis, tujuan kebijakan merupakan sarana untuk mencapai hasil akhir dari yang
diinginkan, melalui sebuah solusi. llmuwan desain kebijakan menerima gagasan
tersebut, tetapi mereka berpendapat bahwa substansi kebijakan jauh lebih kompleks
dan memiliki nuansa yang instrumental dari perspektif rasionalis daripada
mengidentifikasi tujuan dan mencoba untuk menilai apa yang dilakukan atau apa yang
harus dilakukan (Smith dan Larimer, 2009 hal 181). lImuwan Desain kebijakan
kemudian berfokus pada pembuatan blue print atau arsitektur kebijakan. Dalam
perspektif ini, kebijakan dianggap sebagai sebuah sarana instrumental serta berfokus
pada indentifikasi dan interpretasi elemen simbolik. Desain Kebijakan dan desain
proses juga merangkum informasi tentang mengapa hasil kepentingan tertentu tidak
tercapai, dan juga mengungkapkan tentang siapa yang melakukan, inform yang
memiliki kemampuan untuk memiliki seperangkat nilai nilai yang didukung kekuatan
koersif negara (Smith dan Larimer, 2009 hal 182).

Smith dan Larimer (2009, hal 182) mengatakan bahwa kaum rasionalis atau
teknokratis memandang bahwa proses kebijakan meliputi keputusan tentang desain
kebijakan yang dibuat dengan landasan membandingkan solusi potensial untuk
mendefinisikan permasalahan yang dibuat dan bahwa aktor kebijakan serta warga
negara merespon keputusan tersebut menggunakan kriteria yang sama. Perspektif
desain kebijakan ini dipandang sebagai sebuah asumsi yang naif dan tidak sempurna
(Smith dan Larimer, 2009 hal 182). Sementara Schneider (1997, dalam Smith 2009
hal 182) menyatakan bahwa dalam arena politik, bahkan bukti ilmiah cenderung
mengarah ke subjektif dan selektif. Perspektif desain kebijakan kemudian menolak
asumsi ini. Edelman (1980, dalam Smith dan Larimer 2009 hal 182) disisi yang lain
menyatakan bahwa Tujuan kebijakan setidaknya dibuat falsiable karena klaim tentang
kebijakan cenderung mengarah pada pertimbangan sekunder. Bahkan ketika memasuki
arena politik, seringkai isyarat simbolis kebijakan cenderung lebih menjadi menarik
daripada fakta kebijakan. keputusan seperti kebijakan cenderung tidak terstruktur
dengan analisis obyektif dimana dampak yang diharapkan dari permasalahan tertentu
lebih simbolik dan emosional (Smith dan Larimer, 2009 hal 182).
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Menurut perspektif desain kebijakan, desain simbolis dan emosional lebih
dapat mengungkapkan tujuan yang sebenarnya dari kebijakan publik yang mungkin
agak jauh dari tujuan sebenarnya (Smith dan Larimer, 2009 hal 182). llmuwan
kebijakan kemudian tertarik dalam menjelaskan perbedaan struktur politik, sosial dan
ekonomi yang mendasari pembuatan kebijakan sebagai sebuah kontribusi dari ketidak
adilan. Sementara ilmuwan kebijakan yang lain mencoba memahami nilai nilai
tertentu seperti egalitarianisme, keanekaragaman dan partisipasi dalam proses
pembuatan kebijakan melalui ekplorasi nilai nilai konflik yang muncul dalam arus
utama metode sosial dan nilai nilai demokrasi yang mereka yakini sebagai pusat studi
kebijakan publik (Smith dan Larimer, 2009 hal 183).

Smith dan Larimer dengan mengutip pendapat Schneider dan Ingram
mengatakan bahwa Desain kebijakan mengacu pada isi kebijakan publik. yang secara
empiris isi kebijakan publik meliputi beberapa karakteristik seperti target populasi
(warga yang menerima manfaat atau menanggung biaya kebijakan) nilai nilai yang
didistribusikan kebijakan, peraturan yang mengatur atau menghambat implementasi,
alasan alasan (pembenaran dalam kebijakan), asumsi logis yang mengikat semua
elemen secara bersamaan (Schneider dan Ingram 1997, hal 2 dan Smith dan Larimer,
2009 hal 183).

Edelman (1990, dalam Smith dan Larimer 2009 hal 183) kemudian
mengatakan tidak ada satu kebijakan yang tidak memiliki tujuan, meskipun semua
bersifat subjektif. Edelman juga menyatakan bahwa tindakan pemerintah dari sudut
pandang politik tidak didasarkan pada respon rasional terhadap problem sosial.
Edelman (1990, dalam Smith dan Larimer 2009 hal 183-184) menganggap simbol dan
bahasa yang digunakan mengandung status politik dan ideologi. Edelman kemudian
menyatakan bahwa bahasa memiliki arti sebagai penafsiran yang positif. Sehingga
dalam hal ini Edelman menyimpulkan bahwa tindakan pemerintah didasarkan pada
alternatif dan penjelasan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang belum
terselesaikan. Konstruksi ini bertujuan untuk melindungi kepentingan langsung dalam

dunia yang tidak diprediksi. Dengan mendefinisikan masalah sesuai dengan solusi
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subyektif dan pembuat kebijakan terkesan memelihara status quo (Smith dan Larimer,
2009 hal 184). Sementara di sisi yang lain, Fischer (1980, dalam Smith dan Larimer
2009 hal 184) menjelaskan bahwa nilai nilai yang tertanam dalam proses kebijakan
terletak pada proses pembuatan kebijakan. dimana keputusan tentang problem
definition, seleksi alternatif dan evaluasi kebijakan didasarkan pada penggunaaan nilai
deliberatif dan subjektifitas interpretasi nilai nilai tersebut (Fischer, 1980 hal 71 dan
Smith dan Larimer, 2009 hal 184) bagi Fischer, proses evaluasi kebijakan adalah
mendeskpripsikan evaluasi politik (Fischer, 1980 hal 71 dan Smith dan Larimer, 2009
hal 184). Pembuat kebijakan mengkonstruksi realitas dengan meminimalisir biaya
politik dan memaksimalkan keuntungan politik (Fischer, 1980 hal 71 dan Smith dan
Larimer, 2009 hal 184).

Bagi Edelman, Fischer, Forester, dan Anderson, proses kebijakan jelas tidak
rasional. Desain kebijakan mengandung sisi instrumental dengan menggunakan biaya
manfaat. Dan juga didasarkan pada penggunaan nilai dan simbol untuk mencapai hasil
tertentu. Dengan kata lain, outcome kebijakan dianggap memiliki konteks yang relatif.
Tidak ada satu orang pun yang obyektif dalam melihat sebuah kebijakan. hal ini
memunculkan implikasi serius dalam hal menilai apakah kebijakan efektif. Jika
Edelman benar, maka semua realitas yang dibangun tidak ada yang bisa diverifikasi
atau difalsifikasi (Edelman, 1990 hal 111, Smith dan Larimer, 2009 hal 185).

Hal ini kemudian memunculkan tekad bagi para ilmuwan yang bergerak
menjauh dari analisis empiris kebijakan publik. analis kebijakan bukanya harus
merangkul semua pendekatan teoritis mulai dari post positivisme, teori Kkritis,
dekonstruksi atau hermeneutika (Smith dan Larimer, 2009 hal 185).

Edelman, Fischer, dan Anderson menyediakan platform konseptual penting
tentang studi kebijakan. asumsi kunci dari kerangka ini adalah desain kebijakan
didasarkan pada pemaknaan intersubjektif dengan menggunakan isyarat simbolis.
Kebijakan publik dirancang sesuai dengan konstruksi realitas, yang pada akhirnya isi
kebijakan dilihat secara berbeda dengan masing masing kelompok yang ada di

masyarakat. Stone menganggap bahwa paradoksi kebijakan merupakan sebuah sifat
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dari proses kebijakan yang ambiguitas. Tidak ada yang jelas dalam proses kebijakan,
karena semua kebijakan terlihat seperti pedang bermata dua. Rasional, pendekatan
berbasis pasar dalam pembuatan kebijakan dianggap tidak akurat karena mereka
menganggap proses pembuatan kebijakan seperti jalur perakitan (Stone 2002, hal 10
dan Smith dan Larimer, 2009 hal 187).

Stone (2002, dalam Smith dan Larimer 2009 hal 190) kemudian menyajikan
model pasar yang menurut Stone terdapat hubungan zero-sum antara keadilan dan
efisiensi. Efisien berarti memiliki arti bahwa tidak semua orang memenuhi kualifikasi
benefit yang akan mereka terima. Stone kemudian menolak model ini sebagai model
polis. Dia berpendapat bahwa pembuat kebijakan menggunakan simbol ketika
mendesain kebijakan untuk mengabadikan stereotip yang ada (Smith dan Larimer,
2009 hal 190). Peter May (1991, dalam Smith dan Larimer 2009 hal 193) kemudian
memiliki cata pandang yang berbeda antara kebijakan dengan publik dan kebijakan
tanpa publik. Kebijakan dengan publik adalah sebuah kebijakan yang menekankan
konstituen dan menghadapi perbedaan rangkaian batas desain kebijakan. sementara
kebijakan tanpa publik tidak memiliki kelekatan ekspetasi kepentingan dengan
kelompok kepentingan. Seperti kebijakan yang juga menghindari konflik yang
mendapatkan pendapat sebelumnya dari kelompok yang tidak berkepentingan. Point
ini menunjukkan bahwa desain kebijakan tidak beroperasi secara independen dari
politik. Desain kebijakan membutuhkan sebuah kesadaran tentang bagaimana publik
dan dunia politik akan merespon tujuan kebijakan (May 1991 dalam Smith dan
Larimer 2009 hal 193).

Anne L Schneider dan Helen Ingram (1997, dalam Smith dan Larimer, 2009
hal 193) kemudian mengkritik pendapat Stone (1998, dalam Smith dan Larimer, 2009
hal 193) dengan menyatakan bahwa nilai bagi pembuat kebijakan diterjemahkan dan
dinterpretasikan oleh warga. Mereka juga menyatakan bahwa hanya evaluasi
kebijakan yang berisi isi dan substansi bagaimana dan mengapa kebijakan
dikonstruksi. Penggunaan desain kebijakan sebagai variabel dependen dan konstruksi

sosial sebagai variabel independen merupakan karakteristik dari proses pembuatan
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kebijakan yang degeneratif (Schneider dan Ingram, 1997 hal 11 dan Smith dan
Larimer, 2009 hal 194).

Smith dan Larimer kemudian menyatakan bahwa llmuwan kebijakan telah
menyepakati bahwa pendekatan kuantitatif dalam kebijakan publik seperti analisis
cost benefit menolak intersubjektifitas yang menjadi pedoman proses kebijakan
(Fischer 1980, Edelman 1990, dan Smith dan Larimer 2009) pada point tersebut,
Smith dan Larimer menekankan bahwa Solusi teoritik menghadapi dilema, sebagai
contoh misalkan perdebatan tentang metodologi post positivis seperti konstuksionisme
dan hermeneutik (Smith dan Larimer, 2009 hal 200). Bagi Peter Deleon,
bagaimanapun hal ini menunjukkan intersubjektivitas dan nilai yang dihasilkan
memunculkan adanya pemisahan antara pemerintah dan masyarakat (Smith dan
Larimer, 2009 hal 200).

Smith dan Larimer (2009, hal 201) menyatakan bahwa disatu sisi ilmuwan
kebijakan sepakat dengan Edelman, Fischer, dan Stone bahwa para pembuat kebijakan
harus selektif dalam memahami fakta, cerita dan gambar dalam proses pembuatan
kebijakan. Sementara dalam perspektif yang lain, ilmuwan kebijakan yang lain
mendukung pernyataan Schneider dan Ingram bahwa para pembuat kebijakan
mendistribusikan beban dan manfaat kebijakan sedemikian rupa untuk
memaksimalkan keuntungan politik (Smith dan Larimer, 2009 hal 203). Hal ini terjadi
karena elite berusaha menanamkan nilai nilai tertentu dalam desain kebijakan karena
sebuah persepsi untuk menghindari dampak negatif. Namun dimata ilmuwan positvis,
kerangka kerja ini dipandang mengandung skeptisisme dimana konsep tersebut tak
berbentuk sistematis sebagai pedoman penelitian dan metode tersebut kurang empiris
jika dihubungkan dengan proyek rasionalis (Smith dan Larimer, 2009 hal 203).

Kritik Penganut Aliran Bottom Up terhadap Aliran Top Down dalam Teori
Formulasi Kebijakan Publik

Perkembangan sejarah teori formulasi kebijakan juga diwarnai oleh kritik yang
dibuat oleh penganut pendekatan bottom up terhadap pendekatan Top down. Kritik ini

pada akhirnya menimbulkan munculnya teori teori formulasi kebijakan baru yang
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memiliki aliran bottom up karena ketidak puasan penganut pendekatan bottom up
terhadap teori formulasi kebijakan yang beraliran topdown. Hal ini dapat dilihat pada
aliran kanan baru yang mengkritik cara dimana pertumbuhan big government
membuat pembuatan keputusan menjadi dikuasai oleh kelompok profesional yang
lebih tertarik pada keuntungan dan kepentingan mereka sendiri daripada kepentingan
publik yang mereka layani. Model pluralis cenderung menekankan bahwa kekuasaan
profesional tidak menyatu dan lebih terfragmentasi daripada yang diasumsikan oleh
model pembuatan keputusan elitis. Kaum neo-elitis berkonsentrasi pada kekuasaan
elite okupasional, yang bertentangan dengan elite pemerintahan. dan menunjukkan
bagaimana kelompok profesional memiliki peran besar dalam mempengaruhi
implementasi (Parsons, 2005 hal 266-267). Salah satu penganut aliran kanan baru yang
mengkritik pendekatan top down adalah Smith (1972, dalam Parsons 2005 hal 271)
yang menyatakan bahwa Kaum Pluralis memiliki pandangan klasik pada pakar
dimana mereka selalu tersedia (on tap) bukan berada di puncak (on top).

IImuwan kebijakan kedua yang mengkritik pendekatan top down adalah Yehezkel
Dror. Kritik Dror terhadap model inkrementalis menyatakan bahwa model tersebut
sangat konservatif dan tidak pas pada situasi dimana kebijakan dianggap telah
terlaksana atau sudah memuaskan, problemnya stabil, dan dimana ada sumber daya
yang tersedia. Akan tetapi, dalam praktiknya dia memandang inkrementalisme hanya
bisa berfungsi untuk memperkuat konservatisme dan kekuatan anti inovasi. Lebih
jauh, Dror (1964, 1989, dalam Parson 2005 hal 297) menganggap hal ini tidak fair,
sebab ketika pendekatan inkrementalis mendominasi, pihak pihak yang berkuasa akan
berada diatas angin, sedangkan yang sedikit berkuasa akan kesulitan mebuat
perubahan. Diantara model inkremental dan rasional Dror mengajukan satu alternatif
melalui kontinum Simon-Laswell. Model Dror mengakui pentingnya rasionalitas
didalam batas batas yang didefinisikan oleh Simon-dan dalam rangka memperkuat
rasionalitas pembuatan keputusan di level keputusan yang relatif rendah dimana
terdapat banyak rutinitas dia juga mengakui perlunya Pengenalan ilmu manajemen dan
teknik manajemen. Tetapi Dror juga menerima argumen Laswell bahwa problem yang
kompleks memerlukan penyusunan pembuatan keputusan di tingkat yang lebih tinggi
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dimana kesenjangan pengetahuan diisi dengan ilmu kebijakan (Dror, 1989 hal 23 dan
Parson, 2005 hal 298). Dror kemudian mengasumsikan bahwa pembuatan kebijakan
publik yang optimal bukanlah proses murni rasional, bahwa pembuatan itu melibatkan
komponen komponen ekstra rasional. Asumsi Dror ini membuat model pembuatan
kebijakan yang dia buat dibenci oleh para penganut rasionalitas murni....di pihak lain,
banyaknya komponen rasional dari model optimal membuat model yang dia buat tidak
dapat diterima oleh mereka yang menganggap proses ekstra rasional sebagai proses
yang lebih valid. Predisposisi model terhadap inovasi juga akan menjengkelkan
mereka yang percaya bahwa tradisi adalah perwujudan utama dari kebijaksanaan
manusia (Dror, 1989 hal 302 dan Parson 2005 hal 298)

Untuk menghasilkan transformasi pembuatan keputusan berdasarkan model yang
diklaim sebagai model deskriptif dan model preskriptif. Dror membayangkan
semacam reformasi radikal atas proses pembuatan kebijakan. Dia percaya bahwa perlu
dilakukan perubahan dalam personel (politisi, birokrat, dan para ahli) dan juga
perubahan dalam struktur dan proses (meningkatkan pemikiran yang sistematik,
feedback, dan mengintegrasikan para ahli kedalam pembuatan kebijakan), serta
perubahan dalam lingkungan umum pembuatan kebijakan. Dia percaya bahwa konsep
muddling through bukanlah opsi yang tepat, dan meski fakta bahwa kekuatan
konservatif sangat kuat, Dror menganggap bahwa strategi jangka panjang untuk
memperbaiki pembuatan kebijakan publik adalah penting demi kemajuan umat
manusia. Dalam banyak hal penggabungan rasional dan ekstra rasional tersebut
banyak kesamaanya dengan gagasan Laswell tentang peran ilmu kebijakan (Dror,
1989 hal 290 dan Parson, 2005 hal 299).

IImuwan ketiga yang mengkritik teori formulasi kebijakan aliran top down adalah
Amitai Etzioni yang tidak yakin bahwa inkrementalisme atau model rasional bisa
secara realistis dan memuaskan dalam menjelaskan pembuatan keputusan. Etzioni
mengemukakan Pendekatan yang rasionalistis untuk pembuatan keputusan
memerlukan sumber daya yang lebih besar daripada yang bisa dipakai oleh pembuat

keputusan. Strategi inkremental yang memperhatikan kemampuan aktor telah
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menciptakan keputusan yang mengabaikan inovasi masyarakat. Bauran pengamatan
(mixed scanning) mereduksi aspek yang tak realistis dalam rasionalisme dengan cara
membatasi diri pada detail yang dibutuhkan dalam keputusan fundamental dan
membantu  mengatasi  kecenderungan  konservatif inkrementalisme dengan
mengeksplorasi alternatif jangka panjang. Model mixed scanning ini membuat
dualisme tersebut menjadi eksplisit dengan mengkombinasikan (a) proses pembuatan
kebijakan yang fundamental dan high order, yang menentukan arah dasar dan (b)
proses inkremental yang disiapkan untuk keputusan fundamental dan untuk
melaksanakanya setelah keputusan itu tercapai (Etzioni, 1967 hal 385 dan Parson,
2005 hal 300)

4. Pemetaan Paradigma Teori Formulasi Kebijakan Publik

Pemetaan Paradigma yang dilakukan penulis terhadap Teori Formulasi Kebijakan
Publik adalah mendasarkan pada pemikiran Parson (2005, hal 59) yang menyatakan
bahwa ilmuwan harus bisa mengorganisasikan ide ide dan konsep konsepnya. Dunia
adalah sebuah tempat yang kompleks, dan untuk memahami kompleksitas, ilmuwan
memerlukan penyederhanaan. Ketika ilmuwan kebijakan melakukan penyederhanaan
(simplify) dalam rangka memahami multisiplisitas faktor dan kekuatan yang
membentuk problem dan proses sosial, ilmuwan mesti menyusun model model,
pemetaan (map), atau berpikir dalam term metafora (Parsons, 2005 hal 59). Ini
mencakup kerangka tempat ilmuwan berpikir dan menjelaskan (Parsons, 2005 hal 59).
Kerangka pemikiran pemetaan teori formulasi kebijakan publik yang penulis lakukan
yakni melalui Explanatory framework sebagai kerangka usaha untuk menunjukkan
bagaimana sesuatu terjadi (Epistemologi). Dilain pihak, kerangka ini bisa dianggap
sebagai model/teori/peta yang heuristis: yakni bertujuan untuk menyediakan suatu
kerangka pemikiran yang bisa dipakai untuk mengeksplorasi, sebuah metode untuk

mempelajari atau meneliti problem dalam teori formulasi kebijakan publik yang rumit.

Menurut Parsons (2005, hal 60) ketika kita menggunakan sebuah kerangka
pemikiran, kita menggunakan sebuah cara berpikir tentang dunia, kita menciptakan

suatu tatanan dari sesuatu yang tidak memiliki tatanan objektif dalam dirinya sendiri.
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(Parsons, 2005 hal 60). Seperti dikatakan Popper, fakta eksis dalam konteks teori,
nilai, keyakinan, jadi bukan independen dari konteks tersebut (Parsons, 2005 hal 60).
Parsons menyatakan bahwa Ilmuwan kebijakan memulai dengan teori, model, peta
mental, metafora, dan untuk berpikir secara analitis tentang kebijakan publik maka
ilmuwan kebijakan harus peka terhadap eksistensi realitas sebagai konstruksi di dalam
multisiplisitas kerangka pemikiran (Parsons, 2005 hal 60). Karena itu, aktivitas
teorisasi kebijakan publik adalah seperti menggambar sebuah peta: mereka
mewujudkan apa yang mereka tahu dan membawa mereka menuju ke sesuatu yang
tidak mereka ketahui (Judson, 1980 hal 109 dan Parsons, 2005 hal 60). Sebuah peta
proses kebijakan hanya bisa menjadi representasi dari realitas yang tidak bisa
dibuktikan atau disangkal dalam pengertian objektif (Parsons, 2005 hal 60). Kerangka
pemikiran mereka membentuk aerti dari problem atau proses sosial, ekonomi, dan
politik (Parsons, 2005 hal 60).

Penulis kemudian mengutip ungkapan Hirschman (1970, dalam Parson 2005 hal
63), tanpa model, paradigma, tipe ideal dan abstraksi lain yang sejenis, ilmuwan
kebijakan tidak bisa berpikir. Tetapi, gaya kognitif, yakni sejenis paradigma yang
dicari, cara penggunaanya, dan keinginan ilmuwan untuk mendapatkan kekuatanya,
semuanya bisa menghasilkan perbedaan besar (Hirschman, 1970a hal 338 dan Parsons,
2005 hal 63). Dalam rangka memahami dunia pembuatan kebijakan dan analisis
kebijakan, ilmuwan memerlukan cara berpikir atau model (Parsons, 2005 hal 63).
Tetapi ilmuwan harus menyadari bahaya yang disebut Alfred North Whitehead (1925,
dalam Parsons, 2005 hal 63) sebagai Fallacy of Misplaced Concreteness. Artinya,
dalam rangka memahami hal atau gagasan abstrak, ilmuwan cenderung
memandangnya sebagai hal hal yang konkret dan riil ketika sebenarnya gagasan atau
abstraksi itu berasal dari pengalaman manusia (Parsons, 2005 hal 63). Cara ilmuwan
memandang dan menafsirkan area kebijakan, dan area area lainya, tergantung pada
jenis model dan kerangka berfikir yang dipakai. Dalam hal analisis kebijakan, Imuwan
kebijakan harus mengetahui betul bagaimana orang menggunakan peta tersebut,
bagaimana dan mengapa mereka menggunakan peta yang berbeda beda, bagaimana
proses penggantian peta dengan peta lainya; dan lain sebagainya. Pada saat yang sama,
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sebuah peta mungkin adalah satu hal sebagai kerangka penjelas tetapi barangkali peta
adalah sesuatu yang sangat normatif atau preskriptif. Gambaranya tentang sesuatu
dideduksi dari apa yang seharusnya terjadi, atau, sebuah teori normatif mungkin
mengklaim didasari pada investigasi empiris (Parsons, 2005 hal 63).

Penulis melakukan analisis pemetaan teori formulasi kebijakan publik melalui
explanatory framework kedalam 4 paradigma keilmuwan yakni Positivistik, Post
Positivistik, Interpretive dan Kritis yang diutarakan oleh Guba. Hasil pemetaan
paradigma teori formulasi kebijakan publik yang dilakukan penulis menunjukkan
bahwa terdapat 9 teori Formulasi Kebijakan Publik yang memiliki paradigma
positivistik yakni Teori Formulasi Kebijakan Rasional, Teori Formulasi Kebijakan
Inkrementalisme, Teori Formulasi Kebijakan Teknokrasi, Teori Formulasi Kebijakan
Normatif Optimum, Teori Formulasi Kebijakan Mixed Scanning, Teori Formulasi
Kebijakan Pilihan Publik, Teori Formulasi Kebijakan Muddling Through, Teori
Formulasi Kebijakan Sibernetika, dan Teori Wind Tunnel Testing. Selanjutnya penulis
menyimpulkan terdapat 10 teori dalam paradigma post positivistik yakni Teori
Formulasi Kebijakan Kualitatif Optimum, Teori Formulasi Kebijakan Model Sistem,
Teori Formulasi Kebijakan Model Institusional, Teori Formulasi Kebijakan model
Groupthink atau kelompok, Non Decision Making, Analisis Pembuatan Keputusan
Brainstorming, Analisis Pembuatan Keputusan Sinektik, Analisis Pembuatan
Keputusan Hirarki, Analisis Pembuatan Keputusan Kilasifikasi, dan Analisis
Pembuatan Keputusan Asumsi. Pada Paradigma Interpretif atau Konstruktif, terdapat
7 Teori Formulasi Kebijakan yakni pertama adalah Teori Formulasi Kebijakan model
elite, Teori Formulasi Kebijakan Garbage Can, Teori Formulasi Kebijakan Model
Ambisius, Teori Formulasi Kebijakan Model Personalitas, Teori Formulasi Kebijakan
Model Asumtif, Teori Formulasi Kebijakan Problem Sosial, dan Teori Formulasi
Kebijakan Kontrol Agenda. Pada paradigma Kiritis terdapat 7 teori formulasi
kebijakan publik yakni teori formulasi kebijakan korporatisme, teori formulasi
kebijakan manajemen konflik, teori formulasi kebijakan penetapan agenda,
nondecision making, teori formulasi kebijakan policy streams, teori punctuated
equilibrium dan teori pembuatan kebijakan deliberatif.
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Kesimpulan

Kesimpulan Pertama dari penelitian ini adalah Menurut Laswell (1948, dalam Parson
2005 hal 19) Sebuah IImu disebut ilmu kebijakan apabila ilmu itu menjelaskan proses pembuatan
kebijakan di dalam masyarakat, atau menyediakan data yang dibutuhkan untuk membuat
keputusan yang rasional mengenai persoalan kebijakan tertentu. Laswell (1951, dalam Parson
2005 hal 19) menyatakan bahwa Ilmu kebijakan mencakup 3 hal yakni pertama adalah metode
penelitian proses kebijakan, kedua adalah hasil dari studi kebijakan dan yang ketiga adalah hasil
temuan penelitian yang memberikan kontribusi paling penting untuk memenuhi kebutuhan

inteligensi di era sekarang.

IImu Kebijakan menurut Laswell (1951, dalam Parson 2005 hal 20) merupakan sebuah
disiplin yang menitikberatkan pada usaha menjelaskan proses pembuatan kebijakan dan proses
pelaksanaan kebijakan, serta sebagai usaha untuk menemukan data dan menyediakan interpretasi
yang relevan dengan persoalan kebijakan pada periode tertentu. Pendekatan kebijakan bukan
sekadar mengkaji berbagai isu yang beragam, tetapi lebih menitikberatkan pada persoalan yang
fundamental namun seringkali diabaikan, yang muncul dari upaya manusia dalam menyesuaikan
dirinya dalam masyarakat. Pendekatan kebijakan bukan berarti bahwa sang ilmuwan
mengabaikan objektivitas dalam mengumpulkan atau menginterpretasikan data, atau tak lagi
berusaha menyempurnakan alat alat penelitianya. Pendekatan kebijakan menekankan perlunya
pemilihan problem yang memiliki nilai penting serta memerlukan penggunaan objektivitas yang
cermat dan kecerdasan teknis dalam melalukan penelitian. Laswell (1951, dalam Parson 2005 hal
20) kemudian menyatakan bahwa studi kebijakan juga harus menjelaskan seluruh konteks
peristiwa signifikan. Sementara orientasi ilmu kebijakan mengarah pada usaha peningkatan
pengetahuan yang diperlukan untuk meningkat proses demokrasi dalam aspek teori maupun
praktik.
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Kesimpulan yang kedua dari penelitian ini adalah terdapat 32 Teori Formulasi Kebijakan
Publik yang penulis temukan dalam analisis Koligasi serta Diakronik Sejarah Perkembangan

Teori Formulasi Kebijakan Publik secara kronologis yang penulis sajikan melalui tabel berikut:

No Nama Teori Formulasi Nama Pembuat Tahun Munculnya
Kebijakan Publik Teori Teori
1. Teori Analisis Pembuatan Osborn 1948
Kebijakan Model Brainstorming
Orientasi dan Visi Kebijakan Harold Laswell 1951
Laswell
2. Teori Pilihan Publik Charles Tiebout, 1956
Anthony Downs,
Gordon Tullock
3. Teori Bounded Rationality Herbert Simon 1957
4. Teori Muddling Through Charles Lindblom 1958
5. Teori Inkremental Charles Lindblom 1959
6. Teori Kontrol Agenda EE. Schatsscneider 1960
Cobb dan Elder
7. Teori Analisis Pembuatan Gordon 1961
Keputusan Model Sinektik
8. Teori Non Decision Making Bachrach dan 1963
Bachratz
9. Teori Sibernatika Karl Deutsch 1963
10. Teori Normatif Optimum Yehezkel Dror 1964
11. Teori Korporatisme Shonfield 1965
12. Teori Mixed Scanning Amitai Etzioni 1967
13. Teori Kualitatif Optimum Yehezkel Dror 1971
14, Teori Pembuatan Kebijakan Herbert Blumer 1971
Problem Sosial
15. Teori Garbage Can March 1972
16 Teori Analisis Pembuatan O’Shaughnessy 1972
Kebijakan Model Hirarki
17 Teori Analisis Pembuatan O’Shaughnessy 1973
Kebijakan Model Klasifikasi
18. Teori Pembuatan Kebijakan Paine dan Naumes 1974
Sistem
19. Teori Pembuatan kebijakan Apter 1976
Institusional
20. Teori Pembuatan Kebijakan D Bell 1976
Model Teknokrasi
21. Teori Pembuatan Kebijakan Young 1977
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Asumtif
22. Teori Analisis Pembuatan Mitroff dan Emshof 1979
Kebijakan Model Asumsi
23. | Teori Pembuatan Kebijakan Elite | Lukes dan Gaventa 1980
24, Teori Groupthink Janis 1982
25. Teori Policy Stream Anthony Downs 1984
26. Teori Ambisius Charles | Jones 1991
27. Teori Manajemen Konflik Kauffman 1991
28. Teori Personalitas Greenstain 1992
29. | Teori Punctuated Equilibrium Baumgartner dan 1993
Jones
30. Teori Pembuatan Kebijakan Bryson 1995
Stratejik
31. Teori Pembuatan Kebijakan Hajeer dan 2000
Deliberatif Wagenar
32 Teori Pembuatan Kebijakan Riant Nugroho 2015
Wind Tunnel Testing

Kesimpulan yang ketiga dari penelitian ini adalah terdapat tiga kelompok yang berdebat
tentang pendekatan teknokratis dan politis dalam perkembangan sejarah teori formulasi
kebijakan publik. ketiga kelompok tersebut yakni. Kelompok pertama adalah value scholars yang
terdiri dari Edelman, Fischer, Forester dan C Anderson. Kelompok yang kedua adalah the
politics of categorization scholars yang terdiri dari Stone, Schneider dan Ingram dan kelompok
yang terakhir adalah participatory scholars yang meliputi DelLeon, Schneider, dan Ingram.
Semua tiga rangkaian ilmuan ini menyepakati tentang kebutuhan perbedaan metodologi dalam
studi desain kebijakan, dengan penekanan sub bidang yang jelas (Smith dan Larimer 2009 hal
203). Selain itu, terdapat kritik yang dibuat oleh penganut pembuatan kebijakan bottom up
(aliran kanan) terhadap pembuatan kebijakan top down. Ketiga ilmuwan tersebut adalah Smith,

Dror, dan Etzioni.

Kesimpulan Keempat dari penelitian ini adalah terdapat 9 teori Formulasi Kebijakan
Publik yang memiliki paradigma positivistik yakni Teori Formulasi Kebijakan Rasional, Teori
Formulasi Kebijakan Inkrementalisme, Teori Formulasi Kebijakan Teknokrasi, Teori Formulasi
Kebijakan Normatif Optimum, Teori Formulasi Kebijakan Mixed Scanning, Teori Formulasi

Kebijakan Pilihan Publik, Teori Formulasi Kebijakan Muddling Through, Teori Formulasi
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Kebijakan Sibernetika, dan Teori Wind Tunnel Testing. Selanjutnya penulis menyimpulkan
terdapat 10 teori dalam paradigma post positivistik yakni Teori Formulasi Kebijakan Kualitatif
Optimum, Teori Formulasi Kebijakan Model Sistem, Teori Formulasi Kebijakan Model
Institusional, Teori Formulasi Kebijakan model Groupthink atau kelompok, Non Decision
Making, Analisis Pembuatan Keputusan Brainstorming, Analisis Pembuatan Keputusan Sinektik,
Analisis Pembuatan Keputusan Hirarki, Analisis Pembuatan Keputusan Klasifikasi, dan Analisis
Pembuatan Keputusan Asumsi. Pada Paradigma Interpretif atau Konstruktif, terdapat 7 Teori
Formulasi Kebijakan yakni pertama adalah Teori Formulasi Kebijakan model elite, Teori
Formulasi Kebijakan Garbage Can, Teori Formulasi Kebijakan Model Ambisius, Teori
Formulasi Kebijakan Model Personalitas, Teori Formulasi Kebijakan Model Asumtif, Teori
Formulasi Kebijakan Problem Sosial, dan Teori Formulasi Kebijakan Kontrol Agenda. Pada
paradigma Kritis terdapat 7 teori formulasi kebijakan publik yakni teori formulasi kebijakan
korporatisme, teori formulasi kebijakan manajemen konflik, teori formulasi kebijakan penetapan
agenda, nondecision making, teori formulasi kebijakan policy streams, teori punctuated

equilibrium dan teori pembuatan kebijakan deliberatif.

Perbedaan peta temuan teori formulasi kebijakan publik yang dibuat penulis dengan studi
terdahulu adalah bahwa pemetaan 32 teori formulasi kebijakan publik yang dilakukan penulis
berdasarkan 4 paradigma penelitian menurut G. Guba. Pemetaan yang dilakukan penulis dengan
beberapa studi pemetaan terdahulu memiliki perbedaan dari jumlah teori formulasi kebijakan
publik yang dikumpulkan oleh peneliti terdahulu seperti Riant Nugroho yang pada studi pustaka
yang dilakukakanya pada tahun 2003 di buku Perencanaan Implementasi dan Evaluasi Kebijakan
Publik memetakan 12 Teori berdasarkan pendekatan otokratik dan demokratik serta indikator
kompetitif dan non kompetitif. Pemetaan yang dilakukan oleh penulis ini juga berbeda dengan
studi pemetaan yang dilakukan oleh Riant Nugroho pada tahun 2012 di bukunya yang berjudul
Public Policy For Developing Countries dimana Riant Nugroho memetakan 13 teori formulasi
kebijakan berdasarkan paradigma Continental dan Anglo Saxon. Pemetaan yang dilakukan
penulis juga memiliki perbedaan dengan studi pustaka pemetaan teori formulasi kebijakan yang
dilakukan Riant Nugroho pada tahun 2015 di bukunya Policy Making dimana dia memetakan
klasifikasi kebijakan publik berdasarkan dua klasifikasi yakni luas cakupan dan kedaruratan.
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Dan yang terakhir adalah pemetaan yang dilakukan penulis memiliki perbedaan dengan
pemetaan empat mode pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Charles | Jones pada tahun

1991 di bukunya yang berjudul Pengantar Kebijakan Publik.

Implikasi dari temuan pemetaan teori formulasi kebijakan publik yang dilakukan penulis
berdasarkan 4 paradigma yang dikemukakan oleh Guba adalah bahwa temuan pemetaan ini dapat
memperkaya khazanah pengetahuan tentang formulasi kebijakan publik bagi Akademisi,
Mahasiswa dan Praktisi Kebijakan Publik secara umum dan Formulasi Kebijakan Publik secara
khusus. Implikasi lainya temuan pemetaan yang dilakukan penulis adalah dapat mengetahui
jumlah teori formulasi kebijakan publik yang telah berhasil dikumpulkan penulis sampai saat ini.

Saran pertama dari penelitian ini adalah agar dilakukan penelitian lanjutan tentang
sejarah perkembangan Teori Formulasi Kebijakan Publik yang lebih berfokus pada pengkajian
aspek ontologis dan aksiologis yang belum dilakukan penulis di penelitian ini. selain itu, penulis
berharap penelitian pustaka selanjutnya yang barangkali akan dilakukan penulis lain adalah
mengkaji lebih mendalam tentang aspek epistemologis dan metodologis dari teori formulasi
kebijakan publik yang dalam penelitian ini kurang dilakukan penulis. point berikutnya dalam
saran ini adalah agar penelitian selanjutnya lebih mengkaji teori formulasi kebijakan selain 26

Teori Formulasi Kebijakan yang telah penulis kumpulkan.

Saran selanjutnya dari penelitian ini adalah agar Akademisi yang berfokus pada kajian
Formulasi Kebijakan publik secara khusus memahami 32 teori formulasi kebijakan publik yang

telah penulis kumpulkan dalam kegiatan belajar mengajar di lembaga pendidikan universitas.

Saran terakhir dari penelitian ini terkait dengan kondisi praktis era sekarang adalah agar
para praktisi aktor pembuat kebijakan publik memahami teori formulasi kebijakan publik terbaru
dalam memahami kondisi permasalahan kebijakan yang muncul diera modern saat ini yang
membutuhkan keseimbangan pemahaman paradigma positivistik atau state oriented policy

(teknokratis) dalam hal kebijakan pembangunan disegala bidang dan paradigm post positivistik
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serta interpretif dalam membuat kebijakan yang bersifat society oriented policy seperti

kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
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